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Abstrak: Kelangsungan hidupmasyarakat pada setiap daerah merupakan bagian dari pembangunan pemerintahan,
dengan adanya keluarga yang rentan secara finansial dalam memenuhi kebutuhan dasarnya maka pemerintah
berkewajiban memberikan bantuan, bentuk bantuan yang di salurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Ciawi dengan
mengadopsi dari empat bagan utama: komunikasi, sumber daya, organisasi, dan struktur birokrasi. Penulis
menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif dimana penulis menyebarkan
pernyataan tersebut kepada 15 orang yang terdiri dari Masyarakat penerima dan pemberi bantuan selaku responden
dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa program keluarga harapan yang ada di
kecamatan ciawi sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tanggapan responden terhadap wawancara
dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor serta hasil penyebaran angket menunjukan nilai rata-rata dimensi 4,25.
Sehingga berdasarkan temuan tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Bogor menjaga nilai baik untuk tetap
melaksanakan rencana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang. Serta dapat
digunakan sebagai masukan kepada penyelenggara PKH daerah Ciawi. Membenahi diri sebagai bentuk
pertanggung jawaban kepada penerima PKH karena ini akan membangun kepercayaan lebih di kalangan
Masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang menerima manfaat
program PKH.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Implementasi, Kesejahteraan Masyarakat, Program PKH

Abstract: The survival of the community in each region is part of government development; with families who are
financially vulnerable in meeting their basic needs, the government is obliged to assist in the form of assistance
channeled through the Family Hope Program (PKH). This research aims to analyze the implementation of the
Family Hope program in the Ciawi District by adopting four main plans: communication, resources, organization,
and bureaucratic structure. The author used quantitative research methods, with a descriptive approach where
the statement was distributed to 15 people from recipient communities and aid providers as respondents. Based
on the research results, it was found that the Family Hope program in the Ciawi sub-district was running well.
This can be seen from respondents' responses to interviews with the Bogor Regency Social Service and the results
of distributing questionnaires showing an average dimension value of 4.25. So, based on these findings, the Bogor
Regency Social Service maintains good values and continues to implement plans in accordance with the aims and
objectives determined by law. And can be used as input to PKH organizers in the Ciawi area. Improving oneself
is a form of responsibility to PKH recipients because this will build more trust in the community. In other words,
this research impacts the welfare of the people who receive the benefits of the PKH program.
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PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan Negara
Indonesia saat ini yang cukup sulit untuk di
hilangkan adalah kemiskinan (Annisya &
Novira, 2023). Kemiskinan ini
menimbulkan masalah yang serius terhadap
masyakat, Seperti munculnya masalah
Kesehatan pada Masyarakat atau sulitnya
Masyarakat ~ untuk  menuntut  ilmu
dikarenakan  tidak  adanya  biaya.
Permasalahan tersebut membuat
pemerintah melalui dinas sosial bersama-
sama membuat sebuah cetusan program
untuk mengurangi kemiskinan tersebut.
Program ini bertujuan untuk membantu
masyarakat hidup sejahtera sesuai UU
Kementerian Sosial Nomor 1 tahun 2008
(Pertiwi et al., 2019).

Program Keluarga Harapan adalah
program yang sedang berjalan oleh Pusat
Informasi  Kesejahteraan Sosial untuk
memberikan layanan sosial, termasuk
informasi pengentasan kemiskinan, kepada
keluarga miskin yang memilih untuk
membangun rumah yang bermanfaat bagi
masyarakat (Hasna et al., 2019). Tujuannya
untuk meningkatkan kesehatan keluarga
yang memperoleh manfaat dari pendidikan,
layanan kesehatan dan akses terhadap
kesehatan (Lestari & Talkah, 2020).
Dengan demikian, program PKH dapat
dikatakan bahwa merupakan program yang
penting dalam menghentikan kemiskinan
serta dapat memberikan perlindungan
sosial. Sejalan dengan hal tersebut
banyaknya tantangan dalam penyaluran
maupun dalam penggunaan bantuan
tersebut sehingga masih kurangnya peahaan
penerima manfaat dalam program PKH dan
masih  adanya  kesenjangan  dalam
menjangkau seluruh masyarakat miskin
(Nuraida, 2019). Selain itu, terdapat juga
dampak positif dari adanya program PKH
yang dapat dilihat dari adanya implementasi
kebijakan PKH vyang efektif dalam
mengentaskan kemiskinan (Islamiyah et al.,
2021; Mardi & Rahman, 2022). Oleh karena
itu, pemerintahan berperan penting dalam
pengentasan kemiskinan melalui program
PKH (Solong & Dzulgarnain, 2022).

Dengan adanya program PKH ini dapat
menjadikan bantuan jangka pendek yang
dapat memutus siklus kemiskinan dalam
jangka Panjang (Marom et al.,, 2021).
Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian
maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan
program dapat tergantung pada sikap
penerima manfaat dalam mendukung
maupun menjadi penghambat dalam
pelaksanaannya (Parawangi & Wahid,
2023). Adapun program PKH akan
berdampak pada pengentasan kemiskinan
sehingga  akan  berpengaruh  pada
kesejahteraan rumah tangga dan menjadi
aspirasi bagi Pendidikan pada setiap daerah
(Hartarto & Wardani, 2023; Mustari et al.,
2019; Pramana et al., 2022). Dengan
demikian, program PKH menjadi sangat
penting diterapkan di setiap daerah secara
merata dan sesuai dengan prasaratnya.
Namun dalam proses implementasinya
diperlukan keterlibatan aktif dari setiap
kalangan sehingga program PKH dapat
berjalan dengan efektif dan efisien.

Salah salah satu daerah penerima
manfaat program ini yaitu masyarakat
rumah tangga Kecamatan Ciawi Yyang
terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat. Karena itu, penulis ingin melakukan
penelitian tentang program PKH untuk
mengukur tingkat keberhasilan dalam
pelaksanaannya. Sehingga penelitian ini
bertujuan  untuk  menganalisis  dan
mendeskripsikan bagaimana implementasi
program keluarga harapan di Kecamatan
Ciawi berdasarkan adopsi teori George
Edward 111 terdiri dari empat bagan utama:
komunikasi, sumber daya, organisasi, dan
struktur birokrasi (Rohimat et al., 2017,
Setyawan et al., 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif dan pendekatan deskriptif.
Proses pengumpulan datanya dilakukan
melalui observasi, penyebaran angket, studi
pustaka  dan  wawancara  dengan
pengumpulan data primer ataupun data
sekunder yang berhubungan dengan topik
pada program PKH. Setelah data
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terkumpul, dilakukan analisis secara
deskriptif dengan analisa skala likert
berdasarkan pada informasi yang diperoleh
dari 15 orang responden dengan Teknik
pemilihan sampel secara penunjukan secara
acak dan langsung kepada penerima
manfaat dan penyelenggara program PKH.
Adapun yang berhak menerima program
PKH terdiri dari masyarakat penerima dan
pemberi bantuan (Creswell, 2013; Najidah
& Lestari, 2019; Sugiyono, 2017). Lokasi
penelitian ini berada di wilayah Kecamatan
Ciawi Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program PKH di
Kecamatan Ciawi tentu tidak bisa
dilaksanakan secara mandiri, namun perlu
adanya dukungan dari pihak lain. Untuk
memaksimalkan program tersebut supaya
berjalan dengan efektif dan efisian maka
dalam pelaksanaannya perlua adanya
keterlibatan dari berbagai aktor, baik itu
aktor pemerintah  sebagai  pelaksana
program, aktor swasta sebagai pengawasan
dalam program maupun aktor masyarakat
sebagai penerima manfaat program (Anta
Kusuma &  Simanungkalit,  2022;
Baharuddin & Saidang, 2020; Husen et al.,
2017; Nerustia et al., 2015; Ridwanullah et
al., 2019; Setyawan et al., 2021; Wahyudin,
2022; Wahyudin, Subagdja, et al., 2023).

Hasil dari penelitian yang dilakukan
kepada penerima dan pemberi bantuan
dengan 12 pertanyaan dalam Kkuesioner
dengan landasan konsep model
implementasi menurut Edward 111 dapat di
karakteristikan sebagai responden yang di
jelaskan pada tabel-tabel.

Penjelasan  mengenai  dimensi
komunikasi dapat dilihat pada tabel 1,
sebagai berikut:

Tabel 1
Dimensi Komunikasi
Komunikasi Rata- oy
Rata
Adanya petugas PKH
melaksanakan sosialisasi 4.40 Sangat
Program Keluarga Baik
Harapan
Kejelasan informasi Sangat
4,30 :
program Baik
Pemahaman  penerima

dalam mendapatkan 4,20 Baik
informasi

Konsistem dalam 430 Sangat

memberikan informasi ’ Baik

Skor Rataan 4,30 Sangat
Baik

Sumber: Hasil Penelitian Diolah 2023

Sebagaimana ditunjukkan dalam
tabel di atas, dimensi komunikasi
menunjukkan hasil yang sangat baik jika
dibandingkan dengan rata-rata; rata-rata
setiap item pernyataan untuk setiap
indikator dimensi tersebut menerima nilai
4,30, dengan kategoori yang sangat baik
yang meliputi komunikasi antara pegawai
dan penerima PKH dilaksanakan dengan
sangat baik. Karena ini akan terjadi adanya
pendamping Sosial/SDM PKH
berkoordinasi dan sosialisasi ke Tingkat
Kecamatan, Pemerintah Desa serta
Masyarakat (Saragi et al., 2021). Kemudian
hal lainnya adalah adanya Pendamping
SosiallSDM  PKH vyang melaporkan
kegiatan harian melalui aplikasi khusus e-
SDM langsung ke pusat/kementrian sosial
serta melaporkan juga kegiatan perbulan
kepada Dinas Sosial Kabupaten melalui
koordinator SDM PKH Kabupaten.

Adapun nilai terenndah berada pada
indikator pemahaman penerima dalam
mendapatkan informasi dengan skor nilai
4,20 kategori baik, sedangkan indikator
tertinggi berada pada indikator Adanya
petugas PKH melaksanakan sosialisasi
Program Keluarga Harapan dengan skor
4,40. Dalam artian, walaupun sudah
dilaksanakan sosialisasi terhadap program
PKH namun tingkat  pemahaman
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masyarakat masih rendah, salah satu faktor
penyebabnya seperti rendahnya tingkat
Pendidikan.

Dengan demikian, pada dimensi
komunikasi perlu adanya konsistensi
komunikasi antara stakeholder yang saling
berkepentingan antara pihak pemerintah,
masyarakat dan swasta. Oleh karena itu,
komunikasi  yang dilakukan  harus
berdasarkan pada konsistensi sosialisasi
yang dilakukan dalam penyampaian
program, informasi yang jelas dan mudah
difahami oleh masyarakat, sehingga dengan
adanya  konsistensi  sosialisasi  yang
dilakukan disertai dengan kejelasan
penyampaian  program  yang  dapat
memudahkan  masyarakat ~memahami
program dapat membuat pemberi manfaat
maupun penerima manfaat program PKH
dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang
telah ditentukan (Anisti et al., 2022;
Cellyana Nainggolan et al., 2022; Fitriah et
al., 2022; Howes et al., 2015; Jones et al.,
2017; Podungge & Aneta, 2020; Prawira et
al., 2021; Putri Paradiba et al., 2023; Roque
& Raposo, 2016; Wu et al., 2018).

Penjelasan  mengenai  dimensi
sumber daya dapat dilihat pada tabel 2,
sebagai berikut:

Tabel 2
Dimensi Sumber Daya
Rata-
Sumberdaya Rata Ket
Jumlah pendamping PKH
memadai dalam 4,20 Sar_lgat
Baik
melaksanakan program
Kemampuan yang
dimiliki petugas PKH 435 Sangat
dalam melaksanakan Baik
tugas
Kewenangan yang
dialankan oleh petugas 4,25 ;Z?Eat
PKH
Tersedianya fasilitas yang
dibutuhkan dalam 4,10 Baik
pelaksanaan PKH
Skor Rataan 4,23 Sapgat
Baik

Sumber: Hasil Penelitian Diolah 2023

Berdasarkan  pertanyaan  yang
diajukan di atas, dimensi sumber daya
menunjukkan hasil yang sangat baik,
dengan rata-rata setiap item pernyataan atau
indikator pada dimensi tersebut senilai 4,23,
yang mencakup kemampuan pegawai
dalam memberikan penjelasan terhadap
masyarakat. kegiatan ini tercapai karena
adanya pembagian tugas dan tanggung
jawab  antara  Kabupaten/Kota  dan
Pendamping Sosial PKH. Contoh peran
Pendamping Sosial PKH adalah
mengadakan bakti sosial PKH,
menyelenggarakan pertemuan pendahuluan
dan pendokumentasian calon KPM PKH,
memverifikasi komitmen anggota KPM
PKH untuk hadir di sekolah dan pelayanan
kesehatan tepat waktu, dan lain-lain (Agus
etal., 2013).

Adapun nilai terenndah berada pada
indikator  tersedianya fasilitas yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan PKH
dengan score 4,10 kategori baik, sedangkan
indikator tertingginya berada pada indikator
kemampuan yang dimiliki petugas PKH
dalam melaksanakan tugas dengan score
4,35 kategori sangat baik. Dalam artian,
petugas sudah memahami secara jelas
mengenai tupoksi dalam pelaksanaan
program  namun masih  terbatasnya
ketersediaan sarana dan prasarana yang
memadai. Dengan demikian, sumber daya
menjadi peran penting dalam keberhasilan
suatu program, karena pada dasarnya
sumberdaya menjadi unsur utama sebagai
faktor pendukung suatu program. Dalam
program PKH ini, sumberdaya sebagai
penggerak program tentu harus unggul
dalam sumber daya manusia yang berperan
sebagai pendamping, sehingga SDM
sebagai  pelaksana  program  dapat
menjalankan tugasnya dengan baik karena
mempunyai kemamuan maupun
pemahaman yang baik dalam program PKH
yang akan berdampak pada suatu
kewenangan dalam menjalankan program
PKH, kewenangan tersebut dapat
memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat
sebagai penerima manfaat program PKH.
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Oleh karena itu dalam penyaluran program
PKH perlu adanya kelengkapan fasilitas
sarana dan prasarana yang dapat
mendukung tingkat kenyamanan dan
keamanan masyarakat (Hutagalung, 2022;
Kusnia, 2019; Magdalena et al., 2021;
Marihot Tua Efendi Hariadja, 2012;
Pratidina et al., 2022; Tsauri, 2013).

Penjelasan  mengenai  dimensi
disposisi dapat dilihat pada tabel 3, sebagai
berikut:

Tabel 3
Dimensi Disposisi
. . Rata-
Disposisi Rata Ket
Sikap petugas PKH
dalam membantu dan Sangat

430 poik

mempermudah  saat

pelaksanaan program

Kesediaan petugas

PKH dalam menerima

dan melaksanakan 4,20 Baik

program tanpa

paksaan

Skor Rataan 4,25 Sar_lgat
Baik

Sumber: Hasil Penelitian Diolah 2023

Sebagaimana pada table di atas
maka disimpulkan seluruh hasil untuk
dimensi  disposisi  berarti  skornya
menunjukkan hasil yang sangat baik
sehingga dari rata-rata—rata-rata setiap
item pernyataan/indikator pada dimensi
tersebut menerima skor 4,25, vyang
menunjukkan bahwa petugas memiliki
sikap yang baik terhadap penerima. Jika
dilihat dari hasil tersebut hasil ini bisa
didapatkan karena adalahnya adanya
intruksi atau perintah dari atas ke bawah
dengan baik. Seperti SDM
PKH/Pendamping sosial PKH
melaksanakan kegiatan atau menerapkan
kebijakan secara santun integritas dan
professional serta memiliki kompetensi
yang dapat di akui atau memiliki sertifikasi
(Virgoreta et al., 2015).

Adapun nilai terenndah berada pada
indikator kesediaan petugas PKH dalam
menerima dan melaksanakan program tanpa
paksaan dengan skor 4,20 kategori baik,
sedangkan indikator tertingginya berada
pada indikator sikap petugas PKH dalam
membantu  dan  mempermudah  saat
pelaksanaan program dengan skor 4,30
kategori sangat baik. Dalam artian, petugas
sudah melaksanakan program sesuai
dengan tupoksi yang diberikan namun
masih terdapatnya beberapa petugas yang
melaksanakan program harus disertai
dengan intruksi yang sangat jelas dan masih
kurangnya petugas melaksanakan program
pelayanan penyaluran secara inisiatif. Oleh
karena itu, perlu adanya peningkatan
koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana
program sehingga penerima manfaat
program merasa nyaman, aman dan
tentram.

Dengan demikian, disposisi menjadi
salah satu faktor pendukung dalam
keberhasilan  suatu program. Dalam
program PKH, disposisi dapat berperan
menjadi pembantu dalam kemudahan
pelaksanaan program sehingga petugas
dapat bersedia melaksanakan tugas tanpa
adanya paksaan. Oleh karena itu, disposisi
harus di dukung dengan adanya keterlibatan
dari setiap pimpinan dan dilakukan dengan
kerjasama yang baik sehingga dapat
terciptanya koordinasi yang sangat baik
dalam pelaksanaan program PKH (Anta
Kusuma & Simanungkalit, 2022; Brown et
al., 2021; Graci, 2016; Hidayanti & Efendi,
2020; Kedasi Silayar, lka Sartika, 2021;
Klumpp, 2018; McComb et al., 2017;
Norsanti, 2021; Nosratabadi et al., 2019;
Pereira et al., 2017; Randhawa et al., 2017;
Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum,
2022; Siagian, 2020; Su et al., 2018;
Sullivan & Skelcher, 2017; Ulibarri, 2015;
Wahyudin, Apriliani, et al.,, 2023;
Wondirad et al., 2020).

Penjelasan  mengenai  dimensi
struktur birokrasi dapat dilihat pada tabel 4,
sebagai berikut:
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Tabel 4 program yang akan dijalankan sudah sesuai

Dimensi Struktur Birokrasi dengan kriteria perencanaan yang dapat

. ) Rata- memudahkan pencapaian program. Selain

Struktur Birokrasi Rata €t itu, struktur organisasi juga menjadi salah
Petugas PKK satu pembagian tugas tanggung jawab yang
melaksanakan Sangat di bebankan dalam pelaksanaan program.
kegiatannya  sesuai “1°  Baik Dengan adanya pembagian tugas kinerja
SOP maka suatu program akan ringan untuk
Tanggung jawab yang dilaksankan yang dapat berpengaruh pada
dijalankan petugas Sangat tingkat keberhasilan program. Dalam
PKH sesuai dengan *°°  Baik program PKH tentu sudah dilaksanakannya
bidang dan tugasnya tolgk ukur pembagian beban ke_rja sehingga
Skor Rataan Sangat setiap orangnya mempunyai tanggung
4,23 Baik jawab masing-masing dalam menentukan

Sumber: Hasil Penelitian Diolah 2023

Berdasarkan tabel hasil kuesioner,
dimensi  struktur  birokrasi  rata-rata
menunjukkan hasil yang sangat baik,
dengan rata-rata setiap item pernyataan atau
indikator pada dimensi tersebut senilai 4,23,
yang menunjukkan bahwa ada kesesuaian
dalam menjalankan tugas sesuai dengan
prosedur operasi standar (SOP) saat ini.
Salah satu komponen yang paling efektif
untuk membantu masyarakat adalah contoh
yang baik (Suleman, 2017). Contoh struktur
Dinas Sosial Kabupaten Bogor saat ini
adalah  Direktur ~ Keselamatan  dan
Keamanan, Wakil Direktur Jaminan Sosial
Keluarga, Koordinator Kedeputian dan
Pendamping Sosial PKH.

Adapun nilai terenndah berada pada
indikator petugas PKK melaksanakan
kegiatannya sesuai SOP dengan skor nilai
4,15 kategori baik, sedangkan indikator
tertingginya  berada pada indikator
tanggung jawab yang dijalankan petugas
PKH sesuai dengan bidang dan tugasnya.
Dalam artian, masih belum menyeluruh
petugas PKH melaksanakan program
disertai dengan rasa tanggung jawab yang
tinggi.

Dengan demikian, struktur organisasi
menjadi dasar dalam penyelenggaraan
pelaksanaan program PKH, karena strutur
organisasi menjadi acuan dalam struktur
kerja pelaksanaan program. Dalam struktur
organisasi dapat mengatur suatu standar
penyelenggaraan program sehingga

keberhasilan program yang di dukung
dengan standar operasional prosedur yang
telah di tetapkan. Oleh karena itu, struktur
organisai mempunyai penaruh yang besar
dalam  kebehasilan ~ suatu  program
(Ahyaruddin & Amrillah, 2018; Ikhsan et
al., 2020; Kedasi Silayar, Ika Sartika, 2021,
Lubis, 2016; Vikalista et al., 2021; Zahra
Sholehah et al., 2023).

Berdasarkan dengan penelitian yang
telah dilakukan dapat dirangkum seluruh
data pada kuesioner penerima program
keluarga harapan diatas yang dapat dilihat
pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Rekapitulasi Implementasi Program
Keluarga Harapan

Dimensi Rata-Rata  Ket
Komunikasi 4,30 Sar_1gat
Baik
Sangat
Sumber Daya 4,23 Baik
. . Sangat
Disposisi 4,25 Baik
Struktur Birokrasi 4,23 Sar_1gat
Baik
Skor Rataan 4,25 Sar_1gat
Baik

Sumber: Hasil Penelitian Diolah 2023

Berdasarkan hasil rataan
perhitungan Implementasi Program
Keluarga Harapan di Kecamatan Ciawi
diperoleh angka tertinggi 4,30 ada standar
yang sangat baik dalam  dimensi
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komunikasi. Adapun Kkriteria penafsiran
terendah yaitu pada dimensi sumber daya
dan Struktur Birokrasi dan ketanggapan
dengan nilai 4,23. Adapun hasil rekapitulasi
penilaian keseluruhan dimensi yaitu rata-
rata 4,25 dengan Kriteria Sangat Baik.

SIMPULAN

Program keluarga harapan yang ada
di kecamatan ciawi sudah berjalan dengan
baik. Hal ini terlihat dari tanggapan
responden yang menyatakan rata-rata
jawaban pada setiap dimensi mencapai skor
4,25 dengan kategori sangat baik. Oleh
karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Bogor
diharapkan menjaga nilai baik tersebut.
Untuk tetap melaksanakan rencana tersebut
sesuai dengan maksud dan tujuan yang
ditentukan oleh undang-undang. Sebab jika
rencana ini tidak diberikan, maka akan
menyebabkan sebagian politisi  terus
mengalami  kemiskinan karena terus
menerus mendapat bantuan dari negara.
Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai
masukan kepada penyelenggara PKH
daerah Ciawi. Membenahi diri sebagai
bentuk pertanggung jawaban kepada
penerima PKH karena ini akan membangun
kepercayaan lebih di kalangan Masyarakat.
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